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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun 

memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dalam Peraturan 

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

Rencana Strategis disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 

(lima) tahunan, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 

5 (lima) tahun kedepan. 

Renstra disusun Berdasarkan RPJMD. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 70 Tahun 2021, bagi Kepala Daerah yang Jabatannya berakhir Tahun 2022 

bahwa pengganti Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 

(RPJMD) adalah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026.  

Untuk mencapai rencana strategis yang ingin dicapai ditetapkan Tujuan, Strategi  

dan Program. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap Perangkat 

Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran 

yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.  

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk 

mencapai tujuan. Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani 

Perangkat Daerah, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Rencana 

Strategis  Perangkat Daerah. 

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi PD. 

Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan 

pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

Program dapat berupa program PD, program lintas PD, atau program kewilayahan. 

Program PD merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, 
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yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) PD. Program lintas PD  merupakan satu atau 

lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan 

akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lainnya. Program 

kewilayahan PD merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lainnya, untuk 

mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang 

ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan. 

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ 

kabupaten/kota, dan dengan Renja PD, sebagai berikut : 

1. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD adalah RPJMD merupakan satu 

kesatuan yang utuh. RJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun.  

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan 

khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sekaligus menjadi 

pedoman PD dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Sedangkan Rencana Strategis PD merupakan dokumen perencanaan PD  untuk 

periode 5 (lima) tahun digunakan dalam menyusun Renja PD dan Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun 

menjadi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap 

tahunnya. 

2. Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra K/L dan Kabupaten/ Kota adalah 

sebagai bahan review, yang mencakup: 

a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan 

Renstra K/L; 

b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; 

c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan 

Renstra PD kabupaten/kota; dan 

d) program prioritas PD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi 

program prioritas. 

Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana 

gambar I.1. 
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Gambar I.1. 

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan   

Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 
 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana 

Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023-2026 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3888);  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5432); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Idonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Idonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
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14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2000-2024 (Berita 

Negara Republik Idonesia Tahun 2020 Nomor 919); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 

Nomor 2 Seri D); 

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D); 

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 11 Seri E). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Tahun 2023-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang 

berkesinambungan untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman 

penyusunan Rencana Kerja yang disusun sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutan Tahun 2023-2026 adalah : 

1. Tersedianya Renstra yang memuat tujuan, strategi dan kebijakan, program dan 

kegiatan yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran 

Rencana Pembangunan Daerah. 

2. Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, pelaksanaan 

Rencana Kerja, evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun.  

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis Dinas Kehutaanan Tahun 2023-2026 disusun menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis PD, 

fungsi Renstra PD  dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, 

proses penyusunan Rencana Strategis PD, keterkaitan Rencana 

Strategis PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ 

kabupaten/kota, dan dengan Renja PD. 
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b. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, PD, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, 

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran PD. 

c. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Rencana Strategis PD. 

d. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis 

PD, serta susunan garis besar isi dokumen. 

BAB  II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD  dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara 

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD  dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang 

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, 

mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan 

melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas 

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui 

Rencana Strategis PD ini. 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD  

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan 

Perangkat Daerah, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan 

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian 

tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan 

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD  (proses, 

prosedur, mekanisme).  

2.2 Sumber Daya PD    

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang 

dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup 

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih 

operasional. 

2.3 Kinerja Pelayanan PD   

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan 

sasaran/target Rencana Strategis PD periode sebelumnya, 

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja 
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pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau 

indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD  

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan 

Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD 

provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, 

dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai 

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada 

lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam 

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan 

lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.  

BAB  III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah. 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan 

pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

3.2  Telaahan Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah. 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang 

terkait dengan Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan 

Daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan 

pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat 

dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi 

pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah. 

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan 

perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. 

3.3  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota. 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat 

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran 

jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD 

provinsi/kabupaten/ kota. 

3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis. 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat 

dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan 

KLHS. 
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3.5  Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD 

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 

1.  gambaran pelayanan Perangkat Daerah;  

2.  sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;  

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah 

provinsi/kabupaten/kota;  

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan  

5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.  

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis 

dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, 

pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis 

yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.  

BAB  IV TUJUAN DAN SASARAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran 

jangka menengah Perangkat Daerah. 

BAB  V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah 

kebijakan PD dalam lima tahun mendatang. 

BAB  VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

BAB  VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD. 

BAB  VIII PENUTUP 

Menjelaskan secara ringkas dari bagian awal hingga akhir dan harapan 

agar Renstra PD yang memuat tujuan, strategi dan kebijakan, program 

dan kegiatan yang dirumuskan, dapat mewujudkan pencapaian 

sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang dijabarkan 

pelaksanaan tahunannya dalam Renja PD. 


